
 
 

BUPATI KULON PROGO 
 

PERATURAN BUPATI KULON PROGO 

NOMOR  40 TAHUN  2012 

 

TENTANG 

 

PETUNJUK PELAKSANAAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KULON PROGO, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan 

kebijakan akuntansi keuangan daerah dan 

pemberlakuan Sistem Informasi Manajemen 

Keuangan Daerah di Kabupaten Kulon Progo, 

perlu menyusun petunjuk pelaksanaannya; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Daerah; 

    

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  1950  

tentang Pembentukan Daerah Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa 

Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara; 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; 
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  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara;  

  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2008; 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 

tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-

Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari 

Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di 

Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta; 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37   

Tahun 2005; 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Penghapusan Piutang 

Pusat/Daerah; 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum; 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 

tentang Pinjaman Daerah; 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan; 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 

tentang Hibah Kepada Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2012; 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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  14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ 

Daerah; 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;  

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 

Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Barang Daerah; 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 

2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon 

Progo Nomor 8 Tahun 2012; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK 

PELAKSANAAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.  
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BAB I 

 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 

daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah 

tersebut. 

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan keuangan daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, 

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada 

Pemerintah Daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang. 

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat 

Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan 

pengelolaan keuangan daerah. 
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9. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok 

dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah. 

10. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah 

adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai 

kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 

pengelolaan keuangan daerah. 

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah selanjutnya disebut dengan Kepala 

DPPKA dan bertindak sebagai bendahara umum 

daerah. 

12. PPKD bertugas menyelenggarakan akuntansi 

tersendiri pada SKPKD dan mengkonsolidasikan 

laporan akuntansi dari seluruh SKPD. 

13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas 

sebagai BUD. 

14. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan anggaran pada SKPD. 

15. Pengguna barang adalah pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan barang milik daerah pada 

SKPD. 

16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi 

kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 

17. Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi 

kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan 

pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian 

tugas dan fungsi SKPD. 

18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang 

selanjutnya  disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang 

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada 

SKPD. 

19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 

disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD 

yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari 

suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 
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20. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang 

ditujukan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 

uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan 

APBD pada SKPD. 

21. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional 

yang ditujukan untuk menerima, menyimpan, 

membayarkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan 

belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 

SKPD. 

22. Bendahara penerimaan pembantu adalah pejabat 

fungsional pada unit kerja yang ditunjuk untuk 

melaksanakan sebagian tugas bendahara penerimaan 

SKPD. 

23. Bendahara pengeluaran pembantu adalah pejabat 

fungsional pada unit kerja yang ditunjuk untuk 

melaksanakan sebagian tugas bendahara pengeluaran 

SKPD. 

24. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang 

terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang 

menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan 

wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

berupa laporan keuangan. 

25. Entitas akuntansi adalah SKPD sebagai pengguna 

anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib 

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan 

keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 

26. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang 

melaksanakan satu atau beberapa program. 

27. Bank Penyimpan Kas Umum Daerah adalah Bank 

yang ditunjuk oleh Bupati untuk menampung seluruh 

penerimaan daerah dan membayar seluruh 

pengeluaran daerah. 

28. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh BUD 

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 

membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank 

yang ditetapkan. 
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29. Penerimaan daerah adalah semua aliran kas yang 

masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. 

30. Pengeluaran daerah adalah semua aliran kas yang 

keluar dari Rekening Kas Umum Daerah. 

31. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan 

Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas 

dana lancar dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah 

dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah 

daerah. 

32. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari 

Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas 

dana lancar dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh pemerintah.  

33. Surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara 

pendapatan daerah dan belanja daerah selama satu 

periode pelaporan. 

34. Defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara 

pendapatan daerah dan belanja daerah selama satu 

periode pelaporan. 

35. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang 

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang 

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran  

berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah 

terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau 

memanfaatkan surplus anggaran. 

36. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya 

disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi 

penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu 

periode pelaporan. 

37. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang 

mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau 

menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain 

sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar 

kembali.  
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38. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib 

dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak 

Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang 

sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan atau 

akibat lainnya yang sah. 

39. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar 

Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah 

Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau 

berdasarkan sebab lainnya yang sah.  

40. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk 

menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif 

besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun 

anggaran. 

41. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk 

memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, 

deviden, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam 

rangka pelayanan kepada masyarakat. 

42. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli 

atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari 

perolehan lainnya. 

43. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di 

lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam 

melakukan kegiatannya didasarkan pada efesiensi dan 

produktifitas. 

44. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, 

aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu 

entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan. 
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45. Peran dan tujuan pelaporan keuangan adalah laporan 

keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk 

menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi 

keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. 

46. Jenis-jenis laporan keuangan  adalah Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan 

Catatan atas Laporan Keuangan. 

47. Asumsi dasar pelaporan keuangan adalah asumsi 

yang mendasari pelaporan keuangan yaitu asumsi 

kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, 

dan asumsi keterukuran dalam satuan uang 

(monetary measurement). 

48. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah 

ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam 

informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi 

tujuannya. 

49. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan adalah 

ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh 

penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan 

dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna 

laporan keuangan dalam memahami laporan 

keuangan yang disajikan. 

50. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah 

setiap keadaan yang tidak memungkinkan 

terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan 

informasi akuntansi dan laporan keuangan yang 

relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) 

atau karena alasan kepraktisan. 

51. Tanggung jawab atas laporan keuangan adalah   

pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan 

dan penyajian laporan keuangan daerah, dimana 

laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan 

sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya 

telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan 

posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan. 
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52. Suplemen laporan keuangan adalah laporan keuangan 

yang harus dilampirkan dalam laporan keuangan 

daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

53. Mata uang pelaporan adalah satuan mata uang yang 

diharuskan dipakai dalam laporan keuangan daerah 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

54. Bahasa laporan keuangan adalah bahasa yang 

diharuskan dipakai dalam laporan keuangan daerah 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

55. Kebijakan akuntansi per komponen laporan keuangan 

adalah penjelasan kebijakan akuntansi berupa 

definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan 

setiap komponen keuangan. 

56. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disebut SIMDA Keuangan adalah bentuk 

Program Aplikasi Komputer yang digunakan untuk 

melakukan proses penyusunan APBD berbasis kinerja, 

penatausahaan perbendaharaan, penatausahaan kas 

daerah dan akuntansi pengelolaan keuangan daerah. 

 

BAB II 

 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

 

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah 

sebagai panduan dalam pelaksanaan bagi pengelola 

keuangan daerah. 

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah 

agar dalam menyajikan laporan atau informasi 

keuangan daerah akurat, transparan dan 

akuntabel.  
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BAB III 

 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 3 

 

(1). Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi 

Keuangan Daerah ini adalah : 

a. Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah terdiri dari : 

1. Akuntansi Pendapatan; 

2. Akuntansi Belanja; 

3. Akuntansi Surplus/Defisit; 

4. Akuntansi Pembiayaan; 

5. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan 

Anggaran; 

6. Akuntansi Aset; 

7. Akuntansi Kewajiban; 

8. Akuntasi Ekuitas Dana; dan 

9. Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian; 

b. Prosedur dan Siklus Akuntansi dengan 

menggunakan SIMDA keuangan; 

c. Pelaporan Keuangan Daerah pada SKPD; 

d. Pelaporan Keuangan Daerah pada SKPKD; dan 

e. Kode Rekening. 

(2). Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dijabarkan dalam Lampiran dan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4 

 

Pemerintah Daerah menerapkan akuntansi berbasis kas 

menuju akrual dan mendasarkan pada Sistem Akuntansi 

Pemerintah berbasis kas menuju akrual. 
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                      Pasal 5 

 

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menggunakan 

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah dan 

digabungkan dengan pencatatan/pembukuan manual 

untuk akun–akun tertentu. 

 

BAB IV 

 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 6 

 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka kebijakan 

terhadap : 

a. SIMDA Keuangan;  

b. penyisihan piutang tak tertagih; dan 

c. penyisihan investasi non permanen, 

diberlakukan mulai Tahun Anggaran 2012. 

 

BAB V 

 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : 

a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan 

Daerah; dan 

b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 106 Tahun 2008 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo 

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Akuntansi Keuangan Daerah,  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 8 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon 

Progo. 

 

Ditetapkan di  Wates 

pada tanggal 27 Agustus 2012 

BUPATI KULON PROGO, 
 

Cap/ttd 
 

HASTO WARDOYO 
 

                      

 

Diundangkan di Wates 

pada tanggal 27 Agustus 2012 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KULON PROGO, 
 

    Cap/ttd 
 

BUDI WIBOWO 
 

 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

TAHUN 2012  NOMOR 40 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


